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1.1 Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Setiap negara akan selalu mengutamakan kepentingan negaranya masing-masing, 

pemerintahan suatu negara akan melakukan banyak hal dan banyak cara agar dapat 

mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini suatu negara akan melakukan banyak cara 

dan terus berupaya agar dapat mencapai kepentingan nasional suatu negara contohnya 

adalah dengan melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan negara lain agar dapat 

mencapai kepentingan nasional. Sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri dengan 

hanya mengadalkan sumber daya yang negara tersebut miliki tanpa adanya bantuan 

dari negara lain. Oleh karena itu kerjasama bilateral antar negara dianggap sangat 

relevan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Kerjasama bilateral adalah 

kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak negara agar dapat mencapai kepentingan dari 

masing-masing negara khususnya dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi. 

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan dan berdaulat berhak untuk melakukan 

kerjasama antar negara. Tercatat hingga april 2019 Indonesia telah melakukan 

kerjasama bilateral sebanyak 162 kerjasama. Wilayah ini dibagi menjadi delapan 

wilayah, yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Asia Pasifik, Asia Selatan dan 

Asia Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, 

Eropa Barat dan Eropa Tengah dan Eropa Timur (Siagian, 2020). 

Amerika Serikat merupakan negara yang terkenal sebagai negara adi daya dan 

sangat diperhitungkan untuk dapat menjalin kerjasama dan hubungan baik dalam 

segala bidang yang dapat menguntungkan bagi negara yang menjalin kerjasama dengan 
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Amerika Serikat. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia agar dapat menjalin 

kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dalam upaya untuk memenuhi kepentingan 

nasional Indonesia. Contohnya seperti memperkuat tata kelola pemerintahan yang 

demokratis, upaya antikorupsi, melindungi hak-hak warga negara dan mendukung 

pemerintah yang mewakili rakyatnya. 

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat telah sejak lama menjalin 

kerjasama hubungan diplomatik tercatat sejak 28 Desember 1949 ini dibuktikan 

dengan pembukaan kedutaan besar di masing-masing negara. Indonesia menjalin 

hubungan politik dan startegis yang cukup baik dengan Amerika Serikat terutama sejak 

rezim orde baru berkuasa di Indonesia yaitu paruh kedua dekade 1960an. Hubungan 

kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat mengalami perubahan sejalan dengan 

transformasi pembangunan Indonesia. Investasi pemerintah Amerika Serikat sangat 

penting untuk membantu Indonesia mengatasi kesenjangan pembangunan yang serius 

dan sudah lama ada. Saat ini Indonesia sudah menunjukan diri sebagai negara yang 

yang memiliki tanggung jawab dan kredibilitas dalam mengatasi berbagai 

permasalahan penting ditingkat regional maupun global. 

Salah satu hasil dari komitmen kerjasama jangka panjang Amerika serikat dan 

Indonesia dapat dilihat dari penyediaan bantuan pembangunan dari negara Amerika 

serikat kepada Indonesia yang disalurkan melalui United States Agency for 

International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika 

Serikat. United State Agency For Internasional Development (USAID) merupakan 

sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang diresmikan oleh John F. 

Kennedy sebagai bagian dari undang- undang tentang bantuan luar negeri Amerika 
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Serikat tahun 1961. USAID menjadi lembaga bantuan asing Amerika Serikat pertama, 

yang penekanan utamanya terhadap upaya pembagunan ekonomi di Indonesia, USAID 

bekerja sama dengan pemerintah, tokoh daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat 

sipil dan para mitra untuk mengetahui tantangan pembangunan. 

USAID memusatkan bantuan dalam beberapa bidang yakni; Bidang Demokrasi, 

Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan, Jasa dan Pendidikan, Kesehatan, 

Lingkungan Hidup, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi dan Kemitraan. Sampai 

pada 2016 banyak hal yang sudah USAID jalankan dalam sektor- sektor tersebut diatas. 

Banyak program yang USAID sudah jalankan bersama-sama dengan pemerintah pusat 

dan daerah dan berlanjut hingga sampai saat ini (Limbong, 2017). Menteri Luar Negeri 

yang membawahi Departemen Luar Negeri AS memberikan panduan kebijakan 

bantuan kepada lembaga USAID agar dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk 

mendorong pembangunan ekonomi, demokrasi, dan kemajuan umat manusia secara 

umum, USAID berkolaborasi dengan lebih dari 100 negara berkembang. Organisasi 

ini menerapkan kebijakan luar negeri Amerika dengan membina masyarakat bebas, 

memperluas penjualan barang, memperluas perdagangan Amerika, dan mendorong 

kemajuan manusia yang lebih besar dalam skala besar (Husni Mubarok, 2018). 

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika 

Serikat dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Contohnya 

seperti memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, upaya antikorupsi, 

melindungi hak-hak warga negara dan mendukung pemerintah yang mewakili 

rakyatnya. Dalam upaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Indonesia menjalin 

kerjasama bilateral bersama Amerika Serikat melalui USAID (United State Agency 
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International Development). Salah satu kerjasama antara pemerintah Indonesia dan 

Amerika Serikat melalui USAID diresmikan melalui penandatangan BDCF (Bilateral 

Development Cooperation Framework) No. 497 – 040 pada 22 Juli 2020 sebagai 

dokumen payung kerjasama pembangunan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. 

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kementerian Hukum dan HAM selaku 

Executing Agency (EA) dalam kerjasama bilateral yang dilakukan dengan USAID 

memiliki beberapa program, salah satu program yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

adalah program “CEGAH”. Program CEGAH berfokus kepada hal program 

Pencegahan Korupsi. 

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang sangat besar di Indonesia 

sampai saat ini. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai 

kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkonomian, keuangan 

negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulang. Korupsi di Indonesia 

terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah 

meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian 

negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis 

serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Tri Wahyu 

Widiastuti, 2009). 

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), Kejaksaan Agung menangani 

371 kasus korupsi sepanjang 2021 dengan 814 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka 

tersebut menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 2017-2021. Tersangka korupsi 

yang dijerat Kejaksaan Agung pada 2021 meningkat 61,19% dibandingkan pada tahun 

sebelumnya yang sebanyak 505 orang. Angkanya pun merupakan yang tertinggi 
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selama 2017-2021. Total kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung ditaksir 

merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya 

birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah 

dikuasai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang 

rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan yang 

didapatkan oleh publik akan menjadi buruk dan mengecewakan publik. Hanya orang 

yang memiliki uang saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. 

Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial 

dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat 

(Setiadi, 2018). 

Salah satu kasus korupsi yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di 

Indonesia adalah kasus cessie bank bali yang dilakukan oleh terpidana Djoko sugiarto 

tjandra. Djoko soegiarto tjandra berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 telah terbukti secara sah 

melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Djoko tjandra 

telah terbukti melakukan tindakan pidana mulai dari kasus cessie bank bali yang 

nilainya mencapai Rp 546 Milliar, melakukan pelarian ke luar negeri satu hari sebelum 

dari putusan pengadilan dan juga terpidana djoko tjandra melakukan suap terhadap 

salah satu jenderal polisi untuk dapat melakukan penghapusan status Red Notice 

terhadap dirinya hingga menyuap jaksa Pinangki untuk dapat memuluskan 

permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh djoko tjandra meski dirinya 

masih menyandang kasus sebagai buronan (Bima Yosua A Tarigan, 2020). 
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Selanjutnya salah satu kasus yang besar pada saat pandemi covid-19 adalah kasus 

korupsi bansos atau bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena 

dampak pandemi covid-19 KPK menetapkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, 

sebagai tersangka pada 6 Desember 2020 terkait kasus dugaan suap bantuan sosial 

penanganan wabah Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. 

Operasi tangkap tangan KPK pada Jumat, 5 Desember 2020 menjadi dasar 

penetapan tersangka Juliari saat itu. Juliari malam itu menyerahkan diri ke KPK setelah 

ditetapkan sebagai tersangka. Selain Juliari, oknum lain yang diidentifikasi KPK 

sebagai calon penerima suap antara lain Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian 

I M, dan Harry Sidabuke. Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim kasus ini 

bermula pada tahun 2020 dengan adanya program Kementerian Sosial untuk 

mendapatkan bantuan sosial penanganan Covid-19 berupa paket sembako. Program 

tersebut bernilai total sekitar Rp 5,9 triliun, dilaksanakan dalam dua periode, dan 

melibatkan 272 kontrak. 

Untuk melaksanakan proyek tersebut dengan memilih langsung mitranya, Juliari yang 

saat itu menjabat Menteri Sosial menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK). Konon disepakati bahwa mitra akan diwajibkan membayar biaya 

kepada Kementerian Sosial melalui Matheus untuk setiap paket pekerjaan. Tarif yang 

disepakati Matheus dan Adi adalah Rp10.000 untuk setiap sembako, dari total nilai 

Rp300.000 untuk setiap paket bansos. Antara Mei dan November 2020, Matheus dan 

Adi menjalin perjanjian kerja sebagai mitra dengan sejumlah pemasok, antara lain 

Ardian I M dan Harry Sidabuke serta PT RPI yang konon pemiliknya adalah Matheus 

(Sahara, 2021). 
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Pada 24 Januari, Pemerintah Amerika Serikat, melalui United State Agency 

International Development (USAID) mengumumkan program senilai 9,9 juta dolar 

untuk membantu Indonesia mencegah korupsi dengan meningkatkan keterlibatan 

organisasi masyarakat sipil dan mempromosikan integritas di sektor publik dan swasta. 

USAID Integritas akan membantu Pemerintah Indonesia mengatasi korupsi dengan 

membantu organisasi masyarakat sipil lokal menangani kerentanan terhadap korupsi 

sistemik dan konflik kepentingan dalam prosedur perencanaan dan pengadaan. 

“Melalui program baru ini, kami mendukung pergeseran fokus Pemerintah 

Indonesia dari penuntutan dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi menjadi 

pencegahan korupsi,” kata Direktur USAID Indonesia Jeffery P. Cohen. “Kami 

melanjutkan kemitraan Pemerintah AS dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, 

dan masyarakat Indonesia yang telah berjalan selama beberapa dekade dalam 

penanganan korupsi di Indonesia.” 

Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

dan mengurangi terjadinya praktik konflik kepentingan antara pemerintah dan 

organisasi masyarakat sipil. Guna melakukan pengawasan dan menumbuhkan sikap 

menjauhi perbuatan korupsi, maka masyarakat akan dilibatkan dalam kegiatan ini. 

Program lima tahun ini dilaksanakan bekerja sama dengan Partnership for 

Governance Reform, sebuah kelompok lokal. Rencana pembangunan jangka 

menengah pemerintah Indonesia akan tercapai dari segi infrastruktur, stabilitas, dan 

pertumbuhan yang berkualitas berkat kemitraan ini. Selain itu, dengan mendorong 

terciptanya undang-undang dan kebijakan antikorupsi yang efisien, berkolaborasi 
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dengan organisasi terkait, dan melibatkan masyarakat, program ini juga berpegang 

pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Jakarta, 2022). 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Upaya 

Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia Dan USAID (United State Agency 

International Development) dalam Memperkuat Sistem Tata Kelola Pemerintah 

Anti Korupsi di Indonesia”. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis membuat 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana Bentuk dari Implementasi Kerjasama 

Bilateral Pemerintah Indonesia dan USAID dalam Memperkuat Sistem Tata 

Kelola Pemerintah Anti Korupsi di Indonesia?” 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dibalik adanya penelitian ini adalah : 
 

1. Mengetahui serta menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana cara dan 

strategi dari pemerintah indonesia yang telah bekerja sama dengan United State 

Agency International Development (USAID) dalam hal memperkuat sistem tata 

Kelola yang berada di indonesia khususnya dalam menangani kasus korupsi. 

2. Mengetahui bagaimana jalannya Kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh 

pemerintah indonesia dan pemerintah amerika serikat untuk kepentingan 

nasional masing-masing negara. 



9  

 

1.4 Manfaat Peneletian 
 

1. Manfaat Akademis 
 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi 

serta wawasan ataupun pengetahuan yang bermanfaat agar dapat mengetahui 

bagaimana sistem tata Kelola suatu negara. 

2. Manfaat Praktis 
 

A. Untuk Penulis 
 

Penulis juga berharap dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan 

jika suatu saat nanti penulis memiliki kesempatan untuk bekerja di institusi 

pemerintahan, penulis dapat mengerti bagaimana cara untuk mengelola 

sistem tata pemerintahan dengan baik. 

B. Untuk Masyarakat 
 

Penulis juga berharap denga adanya penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat yang kurang 

mendapatkan informasi menegenai sistem tata Kelola pemerintahan di 

indonesia. 
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